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ABSTRAK 

 
DESMAWATI: NIM 1301921/2013 Evaluasi Implementasi Program 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program 

Kabupaten Agam . Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena disinyalir 
bantuan yang diberikan jumlahnya kurang mencukupi dan banyaknya usaha 
masyarakat yang tidak berkembang sesuai harapan dalam program pendistribusian 

.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif. Informan penelitian ini adalah Kepala BAZNAS Agam, Manajer 
Program dan IT, staff bagian pengeluaran, Staff Administrasi dan masyarakat 
penerima bantuan program pe  Teknik dan 
alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 
observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam evaluasi implementasi program 

berhasil karena ada beberapa hal yang menjadi masalah yaitu tidak terlaksananya 
monitoring dan evaluasi dari BAZNAS Agam, bantuan yang diberikan dalam 
jumlah yang kecil, bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran 
 
Kata Kunci:Evaluasi kebijakan, program 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang masih banyak terdapat penduduk 

miskin. Pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 

28,01 juta orang (10,86 %). Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret tersebut 

mengalami pengurangan dibandingkan data pada bulan September 2015. Adapun 

data pada bulan September 2015 sebanyak 28,51 juta orang  (11,13%). Selisih 

angka kemiskinan tahun 2015 hingga 2016 yaitu 0,50 juta orang. (Sumber:https: 

//www.bps.go.id diakses pada 03 Januari 2017). 

 Data diatas mempresentasikan bahwa penduduk miskin di Indonesia  

masih banyak terdapat baik dikawasan perkotaan maupun perdesaan. Individu 

atau sekelompok masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai penduduk miskin 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin pada BAB 1 Pasal 1 dijelaskan: 

 
sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata 
pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi 
kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau 

  
 

 Persoalan kemiskinan tidak hanya tanggungjawab pemerintah saja, namun 

semua elemen masyarakat turut bertanggungjawab untuk mengurangi angka 

kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini kelompok penduduk yang beragama Islam 

memiliki alternatif solusi untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut. Alternatif 

itu berupa pengelolaan zakat, baik zakat maal (zakat harta), zakat nafs (zakat 

jiwa). 



 Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam.  

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada 

pasal 1 ayat 2 dijelaskan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang 

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 

sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya zakat diharapkan dapat melakukan 

pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang kurang mampu. Menurut 

Mardikanto, dkk (2012:61) dijelaskan sebagai berikut: 

atau mengoptimalkan pemberdayaan (dalam arti kemampuan atau 
keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat termasuk 
individu-individu yang mengalami kemiskinan. Kemudian 
pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat 
terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan 
kelompok yang terabaikan lainnyadidukung agar mampu 

 
 

 Di Indonesia telah terdapat berbagai program untuk mengurangi angka 

kemiskinan, salah satunya yaitu program yang berhubungan dengan 

pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat juga terdapat dalam 

program yang diusung oleh BAZNAS memiliki fungsi untuk mengelola zakat 

secara kelembagaan, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yang didukung dengan adanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun  2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Badan Amil Zakat 

Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.  



 Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 akan memperkukuh 

peran BAZNAS yaitu sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan 

zakat secara nasional. Struktur organisasi BAZNAS terdiri dari badan pelaksana, 

dewan pertimbangan dan dewan pengawas. BAZNAS dapat bekerja sama dengan 

pihak-pihak yang terkait dengan programnya. Setiap dari pelaksanaan programnya 

BAZNAS membuat laporan kepada presiden yaitu melalui menteri dan laporan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Pada 

saat ini zakat menjadi salah cara untuk memberdayakan masyarakat mulai dengan 

bantuan usaha, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan lainnya. Badan Amil 

Zakat dibentuk oleh pemerintah ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan 

beberapa lembaga lainya seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpul 

Zakat (UPZ). 

 BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur dan 

setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS Pusat. BAZNAS provinsi 

bertanggungjawab kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.  

Sedangkan BAZNAS yang ada ditingkat kabupaten/kota dibentuk oleh Direktur 

Jenderal bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul 

bupati/walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS Pusat. 

BAZNAS kabupaten/kota bertanggungjawab kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota dan BAZNAS Provinsi. 

 Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi 

Sumatera Barat yang terbagi 16 kecamatan, 82 nagari, 467 jorong dengan ibu kota 

terletak di Lubuk Basung. Di Kabupaten Agam terdapat Badan Amil Zakat 



Nasional Kabupaten Agam (BAZNAS Agam) merupakan badan resmi dan satu-

satunya yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam. BAZNAS 

Agam memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan 

sedekah (ZIS) di Kabupaten Agam. 

 Program kerja BAZNAS yang lebih memproritaskan untuk mengurangi 

angka kemiskinan adalah pada bidang pemberdayaan masyarakat. hal ini yang 

kemudian menjadi salah satu keunggulan program kerja BAZNAS secara nasional 

termasuk di Kabupaten Agam. Di Kabupaten Agam terdapat lima program 

pendistribusian zakat yang dijalankan BAZNAS Agam. Program pendistribusian 

rintah 

Kabupaten Agam. Dalam pelaksanaan program ini pihak BAZNAS Agam 

berpedoman kepada standar operasional prosedur yang dimiliki oleh BAZNAS.  

 

untuk melaksanakan usaha produktif seperti berdagang dengan besar anggaran 

Rp.750.000,- s/d Rp.6000.000. Selain itu juga ada  peremajaan peralatan usaha, 

pemberian bantuan kepada masyarakat langsung diserahkan alat untuk berusaha 

seperti, gerobak, mesin jahit, mesin bajak, perahu dan lain-lain dengan besar 

anggaran Rp.2.000.000,- s/d Rp.25.000.000.  dan pengembangan ternak seperti 

sapi, kambing, ayam, itik, ikan dan lain-lain.  Masyarakat diikat dengan perjanjian 

untuk dikembangbiakan dan menabung setiap penghasilan. (Sumber: Surat 

Keputusan BAZNAS Agam Nomor : 197.A/Sk/BAZNAS/Ag/Xi/2013 Tentang 

Standar Operasional Prosedur BAZNAS Kabupaten Agam). 



 Agar masyarakat yang berhak menerima zakat  yang diberikan bantuan 

bisa berkembang dan terkontrol, BAZNAS Agam melaksanakan monitoring dan 

evaluasi khususnya kepada penerima zakat yang diberikan bantuan usaha 

produktif dua bulan sekali oleh tim sekretariat bagian lapangan. Alat yang 

digunakan untuk monitoring  adalah berupa Raport yang kemudian diisi sesuai 

dengan keadaan usaha, berkembang atau tidak dan peninjauan tingkah laku 

keperibadian masyarakat yang menerima zakat, baik dari segi ibadah maupun dari 

hobbi dan kebiasaan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan 

sebagai penerima zakat. Hasil monitoring yang dilakukan diserahkan kepada tim 

verifikasi yang selanjutnya akan dilaksanakan evaluasi. Tim verifikasi melakukan 

evaluasi raport masyarakat yang menerima zakat yang telah di monitoring oleh 

pegawai sekretariat bagian lapangan. (Sumber: Surat Keputusan Ketua BAZNAS 

Agam Nomor :197.A/Sk/BAZNAS/Ag/Xi/2013 Tentang Standar Operasional 

Prosedur BAZNAS Kabupaten Agam). 

 Berdasarkan data dari BAZNAS Agam jumlah masyarakat yang 

mengajukan proposal permohonan bantuan dana program pendistribusian zakat 

pada tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat yang Mengajukan Proposal program 
 

 
Nomor Tahun Jumlah masyarakat yang mengajukan 

proposal 
1 2014 2.251 proposal. 
2 2015 1.198 proposal 
3 2016 874  proposal 

 Sumber: BAZNAS Agam Tahun 2017 di Lubuk Basung. 



 Berdasarkan data r

dari tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 
tahun 2014-2015 

Nomor Tahun Jumlah 
orang(Mustahiq) 

Jumlah 
pendistribusian 

1 2014 1.055 orang Rp.2.328.145.000 
2 2015 1.007 orang Rp.1.935.930.000 

 Sumber: BAZNAS Agam Tahun 2017 di Lubuk Basung 

 Menurut hasil wawancara penulis dengan pegawai BAZNAS Agam bapak 

Dodi tanggal 17 September 2016 di kantor BAZNAS Agam Lubuk Basung 

mengatakan bahwa: 

yang berhasil karena masyarakat tidak mengelola bantuan yang 
diberikan sesuai dengan kebutuhan    usahanya dan masyarakat tidak 
mematuhi perjanjian yang dibuat dengan BAZNAS Agam seperti 
tidak memasang stiker yang diberikan BAZNAS Agam untuk 
dipasang didepan rumah, warung masyarakat yang mendapatkan 
bantuan, tidak memberikan kwitansi pembelian barang. Kendala 
dalam pelaksanaan program tersebut adalah banyaknyaproposal yang 
masuk kepada BAZNAS Agam sehingga BAZNAS harus memproses 
proposal satu persatu dan kurangnya sumber daya manusia untuk 
survey kelapangan. Akibatnya masyarakat yang mengajukan 
proposal harus menunggu hingga lebih kurang satu  
 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas  terungkap bahwa banyak masyarakat 

yang tidak berhasil dalam mengelola usaha yang diberi bantuan oleh BAZNAS 

Agam, hal ini disebabkan masyarakat tidak mengelola bantuan sesuai dengan 

kebutuhan usahanya dan masyarakat tidak mematuhi perjanjian yang dibuat 

dengan pihak BAZNAS Agam seperti tidak memasang stiker penerima bantuan 

BAZNAS Agam, tidak memberikan bukti pembelian barang ke BAZNAS Agam. 

adalah 



hingga pihak BAZNAS Agam melakukan survey kelapangan. Hal ini disebabkan 

oleh banyaknya proposal permohonan bantuan yang masuk ke BAZNAS Agam 

dan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS Agam untuk 

survey kelapangan. 

 Hal yang sama juga terungkap melalui wawancara penulis di Bawah 

Simpang Tiga Jorong III Sangkir dengan ibuk Winirhawati umur 66 tahun tanggal 

22 januari 2017 mengatakan bahwa: 

lama, saya memasukkan proposal di awal tahun 2013 dan uangnya cair 
pada akhir tahun 2014.Bantuan yang diberikan tidak dalam jumlah 
yang mencukupi untuk mengembangkan usaha yaitubeternak ayam. 
Tidak ada pengawasan ataupun evaluasi dari pihak BAZNAS Agam 
setelah mendapatkan bantuan. Pada saat ini ayam tersebut sudah mati 

 
 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas juga terungkap bahwa 

masyarakat yang mengajukan proposal permohonan bantuan dana program 

proposal permohonan dana hingga proses survey lapangan dan pencairan dana 

bantuan. Selain hal itu juga terungkap bahwa kurangnya pengawasan oleh 

BAZNAS Agam sehingga sasaran dari pemberdayaan masyarakat yang 

diharapkan tidak tercapai dengan baik.   

 Menurut wawancara penulis di Lubuk Magindo  Jorong III Sangkir dengan 

bapak bujang umur 63 tahun mengatakan bahwa: 

dagang harian dan cair pada tahun 2015. Saya mendapatkan bantuan 
sebesar Rp1.500.000, yang saya gunakan untuk membeli kipas angin 



dan beberapa barang lainnya. Tidak ada pengawasan oleh BAZNAS 
 

 
Berdasarkan wawancara diatas hal yang sama dapat terungkap bahwa 

masyarakat harus menunggu dari proses pemasukan proposal bantuan hingga 

bantuan keluar harus menunggu hingga satu tahun, bantuan tersebut sebagian 

digunakan bukan untuk kebutuhan pokok dalam perkembangan usahanya. Setelah 

pengawasan oleh pihak BAZNAS Agam.  

Selain itu wawancara penulis di Pasar Bawan dengan ibuk  Sawinar umur 

56 tahun pada tanggal 4 April 2017dia mengatakan: 

tahun 2014 untuk modal usaha jualan soto dan es. Saya jualan soto 
dan es sudah lama tetapi pada masa itu payung jualan soto saya rusak 
jadi saya memasukkan proposal ke BAZNAS Agam. Dalam 
memasukkan proposal saya dan beberapa masyarakat dibantu oleh 
anak yang bekerja di kantor Wali  Nagari Bawan. Saya mendapatkan 
bantuan sebesar Rp 1.000.000,- yang digunakan untuk membeli atap 
seng sebagai pengganti payung yang rusak. Dalam pemberian 
bantuan pihak BAZNAS Agam hanya sekali kelapangan yaitu waktu 
survey lokasi kelapangan, setelah mendapatkan bantuan tidak ada 
pengawasan kelapangan dan saya tidak dapat stiker yang dipajang di 

 
 
Berdasarkan wawancara diatas juga terungkap bahwa masyarakat 

membutuhkan waktu sekitar satu tahun dari proses memasukkan proposal hingga 

bantuan dikeluarkan. Bantuan tersebut digunakan untuk membeli atap seng 

sebagai ganti payung untuk jualan yang rusak. Pihak BAZNAS Agam tidak 

melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha dan penggunaan bantuan 

yang diberikan dan masyarakat tidak mendapatkan stiker dari BAZNAS Agam. 



 Dalam hal ini yang melatarbelakangi berdaya atau tidaknya  masyarakat di 

Kabupaten Agam adalah bantuan yang diberikan dengan  jumlah kurang yang 

mencukupi, tidak berkembangnya usaha masyarakat, tidak optimalnya 

pengelolaan bantuan oleh masyarakat, tidak terlaksananya monitoring dengan baik 

karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Agam. Hal ini 

menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dalam program 

nfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat seperti 

membangun usaha keluarga, mengembala ternak sapi yang telah diberikan.  

Sehingga pemberdayaan masyarakat tersebut bisa tercapai sesuai dengan tujuan 

dan sasaran yang diharapkan. 

Berdasarkan permasalahan dalam pelaksanaan program  pendistribusian 

menjadi sebuah judul skripsi yaitu Evaluasi Implementasi Program 

di Kabupaten Agam. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di identifikasi 

beberapa  masalah adalah: 

a. Masih belum optimalnya implementasi program pendistribusian zakat 

 

b. Masih belum tercapainya output yang diharapkan dalam implementasi 

program pendistribusian zakat  



c. Masih belum optimalnya kinerja pegawai dalam implementasi program 

rakat 

di Kabupaten Agam. 

C. Batasan Masalah 

 Dari identifikasi masalah diatas yang menjadi batasan masalah dari 

imple

pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Agam. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana 

untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Agam? 

2. Bagaimana evaluasi 

 

E. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program 

diketahui apakah sudah efektif dalam implementasi dan pengembangan program 

hui evaluasi implementasi 



di Kabupaten Agam. Sehingga dapat diketahui apakah program pendisribusian 

 

b. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui 

 

2. Untuk mengetahui evaluasi implementasi program pendistribusian zakat 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan 

yang terkait dengan Ilmu Administrasi Publik seperti mata kuliah 

Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Administrasi Publik dijurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. 

b. Sebagai masukan kepada BAZNAS  mengenai implementasi 

 

c. Sebagai pedoman oleh peneliti lanjutan yang berhubungan dengan 

Badan Amil Zakat.  

 
 


